BAB III

BPWS DALAM KONTEK OTONOMI DAERAH
DI NEGARA KESATUAN RIPUBLIK INDONESIA

A.KONSEP OTONOMI DAERAH

1. Definisi Otonomi Daerah

Otonomi daerah dalam Pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan undang-undang.! Daerah otonom itu sendiri adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang
mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Menurut Ateng Syafrudin, istilah otonomi mempunyai makna
kebebasan atau kemandirian, bukan kemerdekaan. Kebebasan atau
kemandirian itu adalah wujud pemberian yang harus dipertanggung jawabkan.
Dalam tanggung jawab yang diberikan tersebut terkandung unsur-unsur yaitu:
1. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan
serta kewenangan untuk melaksanakannya. 2. Pemberian kepercayaan berupa
kewenangan untuk menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.’

Beberapa pengertian otonomi daerah menurut beberapa pakar.
Menurut F. Sugeng Istianto, adalah Hak dan wewenang untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga daerah. Menurut Ateng Syarifuddin adalah Otonomi

mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan

"Pasal layat (5) UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004

2Sugeng Priyanto, Pendidikan Kewarganegaraan, (Semarang: Aneka Ilmu, 2008),40

3Ateng Syafrudin. Pasang Surut Otonomi Daerah. (Orasi Dies Natalis Universitas Para Hiangan
Bandung, 1983), 24
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melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang harus
dipertanggung jawabkan. Menurut Syarif Saleh, adalah Hak mengatur dan
memerintah daerah sendiri, hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari
pemerintah pusat.*

Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh
pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah.
Namun senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional
sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Undang-Undang yang lebih
tinggi.>

2. Konsep Desentralisasi

Setelah negara di dunia mengalami perkembangan yang sedemikian
pesat, dan kompleks, maka di beberapa negara dilaksanakan asas
dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada
daerah. Dan asas desentralisasi, yaitu penyerahan pemerintahan dari pusat
kepada daerah otonom menjadi urusan rumah tangganya. Pelaksanaan asas
desentralisasi inilah yang melahirkan daerah-daerah otonom. Secara
etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu “De’ yang
berarti lepas dan “Centrumi’ yang berarti pusat. Sedangkan menurut
perkataannya desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Adapun definisi
desentralisasi berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2004, desentralisasi
merupakan pembentukan daerah otonom dan atau penyerahan wewenang.
tertentu oleh pemerintah pusat dalam kerangka negara kesatuan.®

Otonomi Daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka
desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri setidak-tidaknya mempunyai tiga

tujuan. Pertama, tujuan politik, yakni demokratisasi kehidupan berbangsa dan

4 Ibid., 25
3 http://otonomidaerah.com/pengertian-otonomi-daerah.html
6 UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (7)
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bernegara pada tataran infrastruktur dan superastruktur politik. Kedua, tujuan

administrasi, yakni efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi

pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat,

tepat, transparan serta murah. Ketiga, tujuan sosial ekonomi, yakni

meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.’

Untuk memenuhi kegunaan empirik di Indonesia, perlu diupayakan

secara operasionalnya.

a.

Desentralisasi, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
wilayah tertentu yang berwenang menetapkan dan melaksanakan
kebijaksanaan bagi kepentingan sendiri, dan juga adanya penyerahan

wewenang tertentu oleh pemerintah pusat. 3

. Pembentukan daerah otonom itu dilakukan dengan undang-undang (dalam

arti formal)

. Desentralisasi berarti penyerahan wewenang® tertentu kepada daerah

otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat, sehingga daerah dapat
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan
undang-undang, bukan merupakan kedaulatan tersendiri. Pelimpahan
wewenang kepada daerah adalah untuk melaksanakan pemerintah daerah
berdasarkan ketentuan dan pengaturan pemerintah yang menjadi wewenang
pemerintah.!?

Dalam konsep desentralisasi mengandung makna yang berbeda

dengan istilah pelimpahan wewenang. Dalam penyerahan wewenang

mencakup wewenang untuk menetapkan kebijakan maupun untuk

7 Sadu Wasistiono, Esensi UU NO.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Jatinogoro: Bunga
Rampai, 2001), 35
8 Logemann, Het Staatsrecht Van Indonesia:Het Formale Systeem (Bandung: N.VU Tevrijk W. Van
Hoeve, 1954), 158

9 1bid, 159
10 Ridwan

Hr. Ridwaan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2008), 106
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melaksanakan kebijakan. Sedangkan dalam pelimpahan wewenang hanya

sebatas wewenang untuk melaksanakan kebijakan.'!

Wewenang untuk menetapkan kebijakan disebut wewenang
pengaturan (Regeling) sedangkan wewenang untuk melaksanakan kebijakan
disebut wewenang pengurusan (Bestuur). Wewenang pengaturan adalah
wewenang untuk menciptakan norma hukum tertulis yang bersifat umum dan
abstrak. Sedangkan wewenang pengurusan adalah wewenang untuk
melaksanakan dan menerapkan norma hukum dan abstrak kepada situasi
konkret. Penyerahan pengaturan dan wewenang pengurusan dalam gatra
kehidupan tertentu disebut penyerahan urusan pemerintahan.'?

Dalam penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah dikenal dua macam cara:

a. Open-end Arrangement, Yaitu daerah otonom berwenang melakukan
berbagai fungsi sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-
undangan atau tidak termasuk dalam yuridis pemerintah yang lebih tinggi.
penyerahan wewenang ini disebut universal Power atau Inhern
Competence.

b. Ultra Vires Doktrine atau penyerahan wewenang pemerintahan dengan
rincian. Yaitu daerah otonom hanya berwewenang melakukan fungsi-fungsi
yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.'?

Irwan Soejito membagi bentuk desentralisasi ke dalam 2 macam,

yaitu:'4

" Bhenyamin Hoesien Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tongkat Ii,
Suatu Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dari Segi limu Administrasi Negara (disertasi doktor,
Universitas Indonesia: Jakarta 1993), 13

2 Ibid, 13-14

3 Suryanigrat Bayu, Pemerintahan Dan Administrasi Desa (Bandung: PT. Mekar Djaja 1988), 229
" Irwan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Jakarta: Rineka Cipta, 1990),
29
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a. Dekonsentrasi/ Amtelijke Decentralisatie, yaitu pelimpahan kekuasaan dari
negara yang lebih tinggi kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan
dalam melaksanakan tugas pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan
dan wewenang menteri kepada gubernur

b. Desentralisasi ketatanegaraan/Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan
kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom dalam
lingkungannya. Dalam desentralisasi ini, rakyat ikut serta dalam
pemerintahan dengan batas wilayah daerah masing-masing. Kemudian
desentralisasi politik ini di bagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Desentralisasi teritorial, merujuk pada pembagian wewenang kekuasaan
atas dasar wilayah. Atau mewujudkan Gebieds Corporaties yakni
korporasi yang didasarkan atas wilayah tertentu

b. Desentralisasi fungsional, yaitu menciptakan Doel Corporatise, yakni
korporasi yang didasarkan atas tujuan dan fungsi tertentu.'

3. Dasar Dan Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan
yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945,
dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan.

Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, UUD 1945 telah
memberikan dasar konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan
daerah di Indonesia. Di antara ketentuan tersebut yaitu:

a. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan

'S Bhenyamin Hoesien Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tongkat Ii,
Suatu Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dari Segi l[Imu Administrasi Negara (disertasi doktor,
Universitas Indonesia: Jakarta 1993), 65
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perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia. '

b. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.'”

c. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya.'®

d. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat
khusus dan istimewa.'”

e. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.?’

Adapun Asas Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah:

a. Asas Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Asas Desentralisasi Proporsional, adalah Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan yang sebesar-besarnya untuk mengurus, mengatur dan
memajukan sendiri daerahnya (kecuali lima hal yang memang harus diatur
oleh Pemerintah Pusat, antara lain politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama) dengan dibeda-bedakan
berdasarkan tingkat kemapanan daerah tersebut.?!

c. Asas Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada

instansi vertikal di wilayah tertentu

16 UU Otonomi Daerah No 32Tahun 2004 Pasal 18 B Ayat (2)

17UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) Perubahan Kedua

3UU Otonomi Daerah No 32Tahun Pasal 18 Ayat (3)

19 UU Otonomi Daerah No 32Tahun Pasal 18 Ayat (1)

20 UU Otonomi Daerah No 32Tahun Pasal 18 Ayat (1)

2l Hardjosoekarto Sudarsono, Hubungan Pusat dan Dacrah Dalam Kerangka Kebijakan
Desentralisasin dan Otonomi Daeral”, http://khibran.wordpress.com
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Sedangkan Asas yang digunakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, adalah
a. Asas Otonomi, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Asas Pembantuan/Madebewind, adalah penugasan dari Pemerintah kepada
daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

B. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

1. Definisi

Menurut Syaukani Hasan Rais, dan M. Ryaas Rasyid,?> ada dua
bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Istilah Kesatuan
adalah bentuk susunan organisasi negara. Dalam istilah yang dipakai adalah
Persatuan.?®> Menurut C. F. Strong,?* bentuk Negara yang dianut oleh negara
dituangkan dalam konstitusi negara yang bersangkutan. Negara kesatuan
dapat pula disebut sebagai negara Unitaris. Negara ini dari segi susunannya
bersifat tunggal, maksudnya adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa
negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di
dalam negara. Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu
pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan,
wewenang, dan menetapkan kebijaksanaan pemerintahan negara baik di pusat

maupun di daerah-daerah.?

22 bid., 77.
23 Jimly Asshidiqqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Kompress 2005), 13
24 Astim Riyanto, Negara Kesatuan; Konsep, Asas, Dan Aktualisasinya, (Bandung:Y apemdo, 2006),

75

25 Soehino , Jlmu Negara, Edisi. Ketiga, Liberty,(Yogyakarta, 2000), 224.
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Indonesia beberapa kali mengalami pergantian bentuk dan sistem
pemerintahan, mulai dari negara kesatuan hingga ke negara federal, dari
pemerintahan Parlementer hingga ke Presidensial. Sistem parlementer
hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Ini disebabkan
adanya tanggung jawab para menteri terhadap parlemen. Setiap kabinet harus
memperoleh  dukungan suara dari parlemen. Dan kebijaksanaan
pemerintah/kabinet tidak boleh menyimpang dari kehendak parlemen.?®
Sedangkan sistem presidensial kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada
badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan
kepada pemilihan rakyat. Dan Presiden menunjuk kabinet departemennya
masing-masing, dan hanya bertanggung jawab kepada presiden, karena
pembentukan kabinet tidak memerlukan dukungan suara dari badan
perwakilan .2’

Dalam Undang-Undang 1945 sila ketiga berbunyi “Persatuan
Indonesia pada dasarnya mementingkan nilai rasa persatuan dalam bernegara
Bhinika Tunggal Ika berbeda-beda namun tetap satu”.?® Dalam Undang-
Undang 1945 juga dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara
Kesatuan yang berbentuk Republik,?’ Berdasarkan UUD 1945 susunan
organisasinya berbentuk negara kesatuan (Unitary State.). Artinya, ketentuan
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) tidak dapat diubah dan sudah ditentukan oleh UUD 1945.%0

Oleh karena itu, setiap ancaman terhadap prinsip NKRI itu selalu

mengundang emosi kecemasan, ketakutan, ataupun kemarahan di kalangan

26 Moh. Kusnadi S.H., Harmaily Ibrahim S.H., Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. IV (Jakarta
Selatan: Pusat Studi Hukum UI dan CV Sinar Bakti 1981), 172

27 Ibid., 176

28 http://one.indoskripsi.com/node/11407

29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (1).

3030 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1Ayat (1)
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rakyat yang memiliki patriotisme untuk membela prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945. Dengan demikian dapat
dilihat beberapa pengertian. Pertama, Negara yang diatur dalam UUD ini
bernama Negara Indonesia. Kedua, Negara Indonesia adalah negara kesatuan.
Ketiga, Negara Indonesia berbentuk Republik. Karena itu negara Indonesia
dan UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Negara
dijelaskan pertama, Indonesia adalah Kesatuan Republik Indonesia yang
terbagi atas provinsi, provinsi dibagi ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil,
yang dinamakan daerah kabupaten dan kota. Kedua, dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia, ada daerah-daerah yang disebut daerah yang bersifat
otonom dan daerah yang bersifat administratif. Ini diatur dalam undang-
undang. Ketiga, daerah yang bersifat otonom, harus diadakan badan
perwakilan rakyat, karena di daerah-daerah itu juga berlaku prinsip kedaulatan
rakyat. Keempat, dalam NKRI terdapat daerah-daerah yang bersifat istimewa,
kurang lebih ada 250 daerah, bahkan bisa lebih banyak dari yang diperkirakan.

2. Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, UUD 1945 telah
memberikan dasar konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan
daerah di Indonesia. Di antaranya mengenai Prinsip hubungan wewenang
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.!

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki
empat dimensi penting wuntuk dicermati, yaitu meliputi hubungan

kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. Pertama, pembagian

3'MPR RI, Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010), 17
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kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut akan
sangat mempengaruhi sejauh mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintahan,
karena wilayah kekuasaan Pemerintah Pusat meliputi Pemerintah Daerah,
maka dalam hal ini yang menjadi obyek yang diurusi adalah sama, namun
kewenangannya yang berbeda.

Kedua, pembagian kewenangan ini membawa implikasi kepada
hubungan keuangan, yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Ketiga, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara Pusat dan Daerah
mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-
tugas yang menjadi urusan masing-masing.

Keempat, hubungan pengawasan merupakan konsekuensi yang
muncul dari pemberian kewenangan, agar terjaga keutuhan negara Kesatuan.
Kesemuanya itu, selain diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, juga
tersebar pengaturannya dalam berbagai UU sektoral yang pada kenyataannya
masing-masing tidak sama dalam pembagian kewenangannya.’?> Pengaturan
yang demikian menunjukkan bahwa tarik menarik hubungan tersebut
kemudian memunculkan apa yang oleh Bagir Manan disebut dengan
spanning.> antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dan dalam UU otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, pembagian

hubungan kewenangan, Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan

32 Kerangka Acuan Penelitian Studi Hubungan Pusat Dan Daerah Kerjasama DPD RI Dengan
Perguruan Tinggi Di Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta 2009, 6

33 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1994), 22-23 .
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sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan
selaras.”

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusional dalam
UUD 1945, dalam UU No. 32 Tahun 2004 satuan pemerintahan di bawah
pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan
yang bersifat wajib dan pilihan.?> Provinsi memiliki urusan wajib dan urusan
pilihan.3¢ Selain itu ditetapkan pula kewenangan pemerintah Pusat menjadi
urusan Pemerintahan yang meliputi:3’

a. Politik luar negeri.

b. Pertahanan.

¢. Keamanan.

d. Yustisi.

e. Moneter dan Fiskal Nasional
f. Agama.

Urusan pemerintah pusat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10
ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah meliputi’®: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter
dan fiskal, dan agama. Sedangkan urusan bersama meliputi urusan Pemerintah
Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota. Penyelenggaraan urusan pemerintahan
dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan
memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang
diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan

urusan pilihan.

34 UU Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (6)

35UU Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat (1)
36 UU Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat (2)
37 UU Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat (3)
38 UU Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat (4)
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Urusan wajib yang tidak dapat diselenggarakan oleh Kabupaten/kota
menjadi tugas provinsi untuk menyelenggarakannya. Kemampuan daerah
provinsi menyelenggarakan urusan wajib dievaluasi oleh pemerintah pusat.
Sama seperti daerah kabupaten/kota, daerah provinsi baru dapat
menyelenggarakan urusan pilihan, apabila paling tidak, sebagian besar urusan
wajib telah dapat dilaksanakan dengan efektif oleh daerah otonomi yang
bersangkutan.”

Urusan wajib antara lain meliputi: kesehatan, pendidikan, lingkungan
hidup dan perhubungan.*® Sedangkan urusan pilihan antara lain pertanian,
kelautan, industri dan pariwisata.

Walaupun dengan ketentuan pemberlakuan otonomi seluas-luasnya
dalam UUD 1945,*! ada juga pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No. 38
tahun 2007 yang membagi urusan pemerintahan antara pemerintah,
pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah
urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi daerah
yang bersangkutan.*?

3. Wewenang Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.

Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai

untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan

39 Ibid.,

40 Penelitian Pola Hubungan antara Pusat Dan Daerah Kerja Sama Antara Pusat Studi Kajian Negara
Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung dengan DPR RI (Jakarta 2009), 76

41 Pasal 18 ayat (5) Perubahan Ke Dua UUD 1945

4 http:/id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan daerah di Indonesia.
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istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau

kewajiban untuk menjalankan beberapa fungsi manajemen atas objek tertentu

yang ditangani oleh pemerintahan.*?

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, dalam menyelenggarakan
urusan pemerintah berdasarkan asas legalitas. Asas legalitas sebagai prinsip
utama dalam penyelenggaraan pemerintah dalam setiap negara hukum, harus
legitimasi, yakni kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.**
Pemerintahan menurut undang-undang pemerintah mendapat kekuasaan yang
diberikan kepadanya oleh undang-undang atau undang-undang dasar.*’

Wewenang pemerintah yang didasarkan kepada ketentuan perundang-
undangan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui,
sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan.*® Wewenang
adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.#’ Dan
secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

a. Atribusi,*® adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-
undang kepada pemerintah.* pembuat undang-undang menciptakan
wewenang pemerintahan yang baru dan menyerahkannya kepada lembaga
pemerintah. Ini bisa berupa lembaga pemerintahan yang telah ada, atau
lembaga pemerintahan baru yang diciptakan pada kesempatan tersebut.

Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang

43 Agus salim, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 95
44 Ridwaan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 100-101
48 Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah.Perspektif Teori Otonomi Dan
Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum Dan Kesatuan, (Malang: Setara
Press, 2012), 121.

48 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1) (Jakarta:
Sinar Harapan, 1993), 83

47 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Cet 10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 78
48 Lukaman Hakim, , Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Dacrah:Perspektif Teori Otonomi
Dan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum Dan Kesatuan, 126

4 Ibid, 131
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baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab
intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang distribusikan sepenuhnya
berada pada penerima wewenang (atributaris).>°
b. Delegasi, adalah penyerahan wewenang pemerintah dari badan atau pejabat
pemerintah kepada badan atau pejabat yang lain. Kemudian dijelaskan
lebih lanjut bahwa delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan yang
melimpahkan wewenang sudah memiliki wewenang melalui atribusi.>!
dalam delegasi tidak ada penciptaan wewenang baru, namun hanya ada
pelimpah wewenang dari pejabat satu kepada pejabat lainnya. Tanggung
jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi melainkan telah
beralih pada penerima delegasi (Delegataris).>
c. Madat, Adalah penyerahan wewenang untuk melakukan sendiri
wewenangnya apa bila menginginkan dan memberi petunjuk kepada
mandataris mengenai apa yang diinginkannya, bertindak untuk dan atas
nama pemberi mandat (Mandans), dan tanggung jawab akhir keputusan
yang diambil mandataris tetap berada pada Manidans. Hal ini karena pada
dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat. >
Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
adalah pemerintahan daerah provinsi, DPRD provinsi, dan pemerintahan
daerah kabupaten/DPRD kabupaten/kota. Dan dalam Pasal 24 ayat (1) Setiap
daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.
Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi adalah

Gubernur, dan kabupaten adalah bupati/walikota.”*

%0 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, 108

51 Lukman Hakim, , Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Dacrah:Perspektif Teori Otonomi
Dan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum Dan Kesatuan, 127

52 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 107

53 Ibid, 109

54 UU Otonomi Daerah No 32 Tahin 2004 Pasal 24 Ayat (2)
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Dan menurut UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat

Gubernur (Kepala Daerah) mempunyai tugas dan wewenang:>

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD.

b. Mengajukan rancangan Perda.

¢. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dan menurut UU Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Gubernur (kepala Daerah)

kepala dan dibantu wakil Gubernur mempunyai kewajiban, yaitu:*

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.

e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

%5 UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Pasal 25
% UU Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 Pasal 27 Ayat (1)
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Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
daerah.

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan
semua perangkat daerah.

Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di
hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah kepada masyarakat.”’

C. BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMDU (BPWS)

1. Sejarah Berdirinya BPWS

Pemerintah memandang penting untuk mengembangkan kawasan

pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta. Kawasan pertumbuhan ekonomi

tersebut adalah kawasan Surabaya dengan pembangunan Jembatan

SURAMADU dan kawasan industrialisasi di kawasan Gerbang Kertosusilo

(Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) yang

dimulai pada Pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1986-an.’® Untuk

mewujudkan pembangunan Jembatan SURAMADU tersebut dilakukan

penelitian untuk menganalisa kelayakan proyek pembangunan. Pembangunan

SURAMADU ini dilakukan bekerja sama dengan Jepang. Kerja sama ini

57 UU Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 Pasal 27 Ayat (2)
%8 Mutmainnah, Jembatan Suramadu :Respon Ulama Terhadap Industrialisasi, (Y ogyakarta: LKPSM,

1998), 15.
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diwujudkan  melalui  Japan-Indonesia  Forum  (JIF). pembangunan
SURAMADU direncanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan
industri baru di luar Jakarta.>®

Secara ekonomi, pembangunan SURAMADU sangat strategis karena
merupakan koridor pertumbuhan ekonomi kelima di kawasan Asia Tenggara.
Guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, di samping
pembangunan Jembatan SURAMADU akan dikembangkan konsep Twin City
(kota kembar) Bangkalan-Surabaya-Gresik. Berdasarkan konsep ini, maka
rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau Madura dan
Jawa tidak hanya satu jembatan yang menghubungkan Surabaya-Bangkalan.
Tapi juga akan dibangun satu jembatan lagi yang menghubungkan Gresik-
Bangkalan.®°

Konsep pembangunan menurut Rostow merupakan konsep
pembangunan dari sudut ekonomi dan sosial. Kenaikan pendapatan penduduk
dalam Negara merupakan sebuah realita dan perwujudan pembangunan.
Menurut Rostow yang dikutip oleh Budiman, pembangunan tersebut meliputi
masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, tinggal landas, bergerak ke
kedewasaan dan konsumsi massa tinggi.®' Dalam proses perubahan sosial
masyarakat terdapat faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor
pendorong dalam perubahan sosial menurut Soekanto meliputi:

a. Kontak dengan budaya lain.

o

. Sistem pendidikan yang maju.

o

. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju.

d. Toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang.

%9 Proposal Madura Island, Japan-Indonesia Forum & Japan Indonesia Consultant Association,
1986), 12
60 Jbid., 13

61 Budiman. Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995),

26
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e. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan.

f. Penduduk yang heterogen.

g. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
h. Orientasi ke masa depan.

i. Nilai bahwa manusia selalu berikhtiar untuk memperbaiki hidup.5?

Menurut Kodoatie dampak pembangunan transportasi jalan dengan
perubahan ekonomi. Secara umum, tidak ada satu teori pun yang menyatakan
tentang hubungan antara pembangunan transportasi jalan dengan perubahan
ekonomi masyarakat. Akan tetapi, keberadaan jalan dan fasilitas transportasi
lainnya pada tingkat tertentu secara esensial merangsang dan memberi
peluang pertumbuhan ekonomi.5?

Menurut Thengsen yang dikutip oleh Kodoatie, Investasi pada
jaringan jalan utama di negara berkembang hanya akan mengarah pada
mereduksi biaya operasi kendaraan dan waktu tempo perjalanan saja, tetapi
jarang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi secara signifikan. Kecuali
untuk daerah-daerah terisolir dengan jalan utama. Investasi pada jalan
penghubung pedesaan yang membuka daerah terisolir, mampu mereduksi
biaya transportasi secara dramatis sering memiliki peluang lebih besar
membangkitkan pembangunan ekonomi.®*

Pembangunan SURAMADU membawa dampak yang cukup besar
terhadap perkembangan ekonomi di Pulau Madura. Rencana pengembangan
ekonomi Kabupaten Bangkalan dan wilayah kepulauan lainnya di Pulau
Madura diprediksi semakin terbuka dan meningkat. Hal ini mengarahkan

Kabupaten Bangkalan mempunyai interaksi kuat dengan wilayah sekitarnya.

62 Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 20
63 Kodoatie, J. Robert, Pengantar Manajemen Infrastruktur, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005),

268

64 Ibid., 269
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Interaksi ini dapat mendorong sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa
dan industri jasa) yang selama ini hanya berkembang di wilayah Surabaya
dapat mengarah ke Kabupaten Bangkalan.%®

Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut di atas, maka Pemerintah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), yang secara
struktural terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Peraturan
perundang-undangan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden
Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah
Surabaya-Madura (BPWS) untuk lebih mendukung peningkatan kinerja
BPWS di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundangan tersebut.%¢

2. BPWS Menurut PERPRES No. 27 Tahun 2008

Sesuai dengan UU 1945 pasal 5 ayat (2) Presiden mempunyai
wewenang menatapkan peraturan pemerintah.’” Dalam penetapan peraturan
pemerintah, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan
Undang-undang sebagaimana mestinya. Karena peraturan pemerintah
diadakan untuk melaksanakan Undang-undang, maka tidak mungkin bagi
Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada Undang-
undang.%®

Dan keputusan Presiden sebagai bentuk Peraturan yang baru,

ditetapkan oleh MPR untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar

85 http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-23559-3210203341-Chapterl.pdf.

66 http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-23559-3210203341-Chapterl.pdf.

67 UU 1945 pasal 5 ayat (2)

68 Moh. Kusnadi S.H., Harmaily Ibrahim S.H., Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. IV, (Jakarta
Selatan: CV Sinar Bakti 1981), 48
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1945 dalam bidang eksekutif, atau peraturan pemerintah, dan bersifat sekali

(Einmahlig). %

Dan Pembentukan BPWS oleh PERPRES No. 27 Tahun 2008 dalam

Pasal 1 ayat (3) ditegaskan, bahwa BPWS merupakan lembaga pemerintah

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”’dan dalam

pasal 2 ayat (1) Badan Pengembangan SURAMADU berkedudukan di

Surabaya. Dan dalam pasal 2 ayat (2) Dalam hal diperlukan, Badan

Pengembangan SURAMADU dapat membuka perwakilan di Jakarta atau di

tempat lain”’

Dalam PERPRES No 27 Tahun 2008 Pasal 12, BPWS mempunyai
tugas:’?

a. Menyusun rencana induk dan rencana kegiatan pengembangan sarana dan
prasarana serta kegiatan pengembangan wilayah SURAMADU.

b. Melaksanakan pengusahaan Jembatan Tol SURAMADU dan Jalan Tol
Lingkar Timur (Simpang Juanda-Tanjung Perak) melalui kerja sama
dengan badan usaha pemenang pelelangan pengusahaan jembatan tol dan
jalan tol dimaksud.

c. Melaksanakan pengusahaan pelabuhan peti kemas di Pulau Madura.

d. Membangun dan mengelola:

a) Wilayah kaki Jembatan Surabaya - Madura, yang meliputi:
v' Wilayah di sisi Surabaya + 600 Ha (enam ratus hektar)

v Wilayah di sisi Madura + 600 Ha (enam ratus hektar).

®9 Ibid., 49

70 PERPRES No 27 Tahun 2008, Pasal 1Ayat (3)

" oleh PERPRES No. 27 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1)
72 PERPRES No 27 Tahun 2008 Pasal 12 Huruf b.
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b) Kawasan khusus di Pulau Madura seluas + 600 Ha (enam ratus hektar)
dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan peti kemas dengan
perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya.

e. Menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

f. Menyelenggarakan pelayanan satu atap untuk urusan perizinan di wilayah

SURAMADU

g. Melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi

Masyarakat Jawa Timur, antara lain dalam:

a) Pembangunan jalan akses menuju Jembatan Tol SURAMADU, baik di
wilayah sisi Surabaya maupun di wilayah sisi Madura

b) Pembangunan jalan pantai utara Madura (Bangkalan-Sumenep)

¢) Pembangunan jalan lintas selatan Madura (Bangkalan-Sumenep)

d) Pembangunan jalan penghubung pantai utara Madura dengan lintas
selatan Madura

e) Pembangunan infrastruktur perhubungan antarwilayah kepulauan

f) Pengembangan sumber daya manusia dalam rangka industrialisasi di
Pulau Madura

g) Penyediaan infrastruktur air baku, air minum, sanitasi, energi, dan
telekomunikasi di wilayah Suramadu.

h) Melakukan tugas lain terkait dengan pengembangan wilayah Suramadu
yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengarah.

3. Tugas Dan Wewenang Gubernur Jatim Menurut PERPRES No. 27 Tahun

2008.
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Dan dalam Pasal 5 PERPRES No 27 tahun 2008 susunan organisasi
terdiri dari dua, 1. Dewan Pengarah dan 2. Dewan Pelaksana. Dan dalam
struktur PERPRES No. 27 Tahun 2008 Pasal 5 tersebut adalah:"®

Dewan Pengarah terdiri dari:’*

a. Ketua :Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
b. Ketua Pelaksana Harian ~ :Menteri Pekerjaan Umum; merangkap anggota
c. Sekretaris :Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan
Umum.
d. Anggota : a) Menteri Keuangan
b) Menteri Perhubungan

¢) Menteri Perindustrian
d) Menteri Komunikasi dan Informatika
e) Menteri Perdagangan
f) Menteri Dalam Negeri
g) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas
h) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
i) Kepala Badan Pertanahan Nasional
j) Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal
k) Gubernur Provinsi Jawa Timur
Dalam Pasal 4 ayat (1), Dewan pengarah mempunyai tugas:”>
a. Menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan melakukan
pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan

pengendalian pembangunan dan pengelolaan wilayah SURAMADU.

73 PERPRES No 27 Tahun 2008, Pasal 5 Ayat (1, 2, 3,4)
74 PERPRES No 27 Tahun 2008 Pasal 5 Huruf a
75 PERPRES No 27 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat (1)
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b. Menggabungkan kebijakan instansi-instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pengembangan wilayah
SURAMADU.

c. Memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai
pengembangan wilayah SURAMADU sesuai dengan kebijakan umum
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan
wilayah SURAMADU yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.

Dan dalam pasal 4 ayat (2) tersebut Dewan Pengarah melaporkan
perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah
SURAMADU secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden.’®

Pasal 6 Ayat (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya,
Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat. Dan dalam pasal 6 ayat (2)
Rincian tugas, susunan organisasi dan keanggotaan Sekretariat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah

Dan Dalam melaksanakan tugasnya, dalam Pasal 7 Ayat (1) Dewan
Pengarah berwenang untuk:’’

a. Meminta penjelasan kepada Badan Pelaksana terhadap segala hal yang
berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan wilayah SURAMADU.

b. Meminta masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan pihak lain yang
dipandang perlu.

Dan dalam PERPRES No 27 Tahun 2008 Pasal 8 (1) Susunan
organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari:’®
a. Kepala Badan Pelaksana;

b. Sekretaris Badan Pelaksana;

76 PERPRES No. 27 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2)
77 PERPRES No. 27 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat (1)
78 PERPRES No 27 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat (1)
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c. Deputi Bidang Perencanaan; dan
d. Deputi Bidang Pengendalian.

Dalam ayat (2) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden atas usulan Ketua Dewan Pengarah. Dan dalam ayat (3)
Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

Dalam PERPRES No. 27 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (1) Kepala Badan
Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan. Dan dalam pasal 10 ayat
(2) Kepala Badan Pelaksana dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum
masa jabatan berakhir oleh Presiden, apabila:

a. berhalangan tetap

b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik

c. terbukti secara hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak pidana
lainnya

d. mengundurkan diri.

Dalam PERPRES No. 27. Tahun 2008 Pasal 11 Remunerasi, hak
keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala Badan, Pelaksana, Sekretaris
Badan Pelaksana, Deputi serta pejabat lain pada Badan Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam PERPRES No. 27 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) Badan
Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah. Dan ayat (2) Dalam
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melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana dapat berkonsultasi kepada Dewan
Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.”®

Dalam PERPRES No 27. Tahun 2008 Pasal 14 Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,Kepala Badan Pelaksana:

a. Berkoordinasi dengan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Pemerintah Daerah dan Pimpinan Lembaga lainnya
yang terkait

b. Melibatkan secara langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Pemerintah Kabupaten/Kota terkait

c. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Dalam PERPRES No 27. Tahun 2008 Pasal 16 Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Pelaksana berpedoman

pada Rencana Tata Ruang yang berlaku pada wilayah SURAMADU.80

7 PERPRES No. 27 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1)
80 PERPRES No 27 Tahun 2008 Pasal 26



